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Pegawai Negeri Sipi) perlu bersikap professional dan netral di dalam setiap
menjalankan tugasnya. Untuk itu pula, Pegawai Negen Sipil hasus memahami,
menghayati, dan menjalankan seluruh peratuian perundang-undangan tentang
kepegawaian yang beriaku. Apabila seorang atau lebih Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan espirasinya, berpartisipasi ataupun menyalurkan hak suzsanya untuk
partai politik, maka hak Pegawai Negeri Sipil tersebut dilindungi oleh hukum yang
beriaku di Republik Indonesia tetapi, selama bersstatus menjadi Pegawai Negern Sipil
dilarang menjadi pengurus partai polisk ataupun menjadi bagian dari parai politik .

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 temtang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pasal 3 ayat (3) dengan jelas melarang seorang Pegawai Negeri menjadi anggoma dan
pengurus partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomotr 37 Tahun 2004 tentang
larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota pattai politik Pasal 2 ayat (1) Pegawai
Negeri Sipil dilarang menjadi anggoma atau partai politik mempertegas hal
tersebut Dengan adanya Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 mejadi dasar hukum yang jelas dalam mengatur
tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik sehingga

terw3judlddNpeERENeAS MBhY it/AREaA tidak diskriminatif terhadap mesyarakat.





